BAB IV
ANALISISALASAN-ALASAN HAKIM DALAN MEMUTUS

PERMASALAHAN DISPENSASI NIKAH

A. Analisis Prosedur Dispensas Nikah di Pengadilan Agama Semarang
Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasidibrgkan Pengadilan
Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umiukumelangsungkan
pernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita belumcayea 16 tahun. Dispensasi
nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilaanfgyang ditunjuk oleh
orang tua masing-masing. Pengajuan perkara perraohdispensasi nikah di
buat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gudaSecara tegas Al-
Qur'an tidak menentukan batas usia atau umur untoélangsungkan
pernikahan. Namun batasan hanya di berikan beldasdualitas yang harus
dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat aadyist 6:
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“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukummur untuk menikabh.

Kemudian jka menurut pendapatmu mereka telah cefdasdai memelihara
harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya....”

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fugohaath undang-

undang sepakat menetapkan, seseorang diminta ggutag jawaban atas

perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukapnigal setelah cukup

umur paligh). DalamFathul Mu’in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat

! Ahrum Hoerudin,Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, HaagaPerkara
dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah BerlakUmgkang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama)BandungCitra Aditya Bakti, 1999, him. 11.

2 Departemen Agama RAl-Qur’an Dan TerjemahnyaBandung:CV. Jumanatul ‘Ali-Art (J-
ART), 2005, him.78.
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15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang atiu setelah
mengeluarkan air mani atau darah haid, dan kemnagknengalami dua hal ini
adalah setelah usia sempurna 9 tah@elain itu tumbuhnya rambut kelamin
yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong damyalaambut ketiak yang
tumbuh melebat. Sedangkan dal&afinatun Najahmenyebutkan tanda-tanda
baligh (dewasa) ada tiga, yaifu:
1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perean.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah besgsrdilan tahun.
Walaupun dalam al-Qur’an secara konkrit tidak méman batas usia
pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 meken batasan usia
bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan elbagai salah satu syarat
perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasght (1) yang berbunyi:
“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudabnoapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur lén{eo@las) tahun.” Meski
telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya ngdadang
memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umsabtg, melalui pasal 7
ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangamddap ayat (1) pasal ini
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan ataba®dgain, yang ditunjuk
oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanayangnya undang-
undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau aklssan dalam pengajuan
dispensasi, seperti hubundaar nikah.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dafampilasi Hukum

3 Aliy As’ad, Fathul Mu'in Jilid 2, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th.,
him. 232-233.

* Salim Bin Smeer Al Hadhranfsafinatun Najahterj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara
IImu, Surabaya, Desember 1994, him. 3-4.
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Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertigdpakemaslahatan keluarga
dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengamsipr yang diletakkan
Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami igterharus telah masak
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawireggr supaya dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpakbgrpada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk #@wshdicegah adanya
perkawinan antara calon suami isteri yang masbadiah umur.

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungagah masalah
kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan wommimal, terdapat
kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah laayarsg wanita untuk
kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tingggjidibandingkan dengan batas
umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undanglkuhg Perkawinan
dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berenc@®) belum seperti
sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tanggalnmempunyai anak lebih
dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan pgaatduduk Indonesia jika
kawin dengan umur yang sangat méda.

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupaland
kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagaihaspembaharuan pemikiran
figh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacalerefisi syar’inya mempunyai

landasan kuat, seperti al-Qur’an surat an-Nisa ya

I I o e T AP S S PR N S
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“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang gasekiranya mereka
meninggalkan keturunan yang lemah di lkeakg mereka yang mereka

® Sudarsonogp.cit.,him. 7.
® Gatot SupramoncSegi-segi Hukum Hubungan Luar Nikabjambatan, Jakarta, 1998,
him. 17 .
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khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nyaOleh sebab itu, hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mebekhicara dengan tutur
kata yang benar”.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secaragslang
menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukah pasangan usia muda,
di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 19@kan menghasilkan
keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Aketapi berdasarkan
pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawiil) lmnyak menimbulkan
hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuetkgwinan, yaitu terwujudnya
ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasisayang. Tujuan ini tentu
akan sulit terwujud, apabila masing-masing memplke&um masak jiwa dan
raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yatapil akan sangat
berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problamg ymuncul dalam
menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Berhubung dengan hal itu, maka Undang-undang imemi&kan batas
umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialand€mbilan belas) tahun bagi
pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskiglah ditentukan batas
umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehganyimpangan
terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 @ayang berbunyi: “Dalam
hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini daggahinta dispensasi kepada
Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk olehukedrang tua pihak pria

maupun pihak wanita®.

’ Ibid., him. 101.
8 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agatam)sp.cit, him. 119.



51

Umur ljin Pengadilan Agama ljin Orang Tua
<16/19 v v
16/19 X v
21 X X

Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yangadieaiasan untuk
dispensasi itu. Dalam melaksanakan tugasnya, ha#tatah individu yang tidak
dapat di pengaruhi oleh institusi lain, termasuksan dalam dinasnya. Hakim
hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Kemerdekaamibritas yang dimiliki
hakim akan tampak jelas dalam membuat putusan than genetapan untuk
menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. fddaisi hakim mengadili
berdasarkan hukum dan wajib menggali nilai-nilakum dan keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Pada sisi lain hakim tibalkeh menolak untuk
mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau hukartidak jelas. Bahkan
menurut pasal 22 ABgalgemene bepalingen van wetgeving voor Indonesie)
yang masih berlalu berdasar pasal Il aturan pemalildUD 1945, hakim dapat
dituntut karena menolak mengadili. Oleh karena kiaiika hukum undang-
undang lkegislatives lay tidak ada, hakim dengan kemerdekaan yang diberika
oleh konstitusi mempunyai otoritas untuk membuduiu sendiri, yang dikenal
dengan istilamechterechts/ judge made law

Pembuatan hukum oleh hakim terutama pada kasus sam@ sekali
belum ada hukumnya. Dalam proses mengadili perkamag tidak ada
hukumnya, hakim wajib menemukan hukum dengan mengda hukum dan
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan padaysa@t sama, hakim juga

diperkenankan untuk melakukaontra legemapabila ketentuan dalam undang-
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undang dinilai tidak relevan lagi dan dapat meneidesa keadilan masyarakat.
Meskipun dalam melakukan contra legem, hakim harambuat pertimbangan
yang radikal dari berbagai aspeknya. Kemerdekaanatdaritas yang dimilki
hakim untuk melakukagontra legemdengan sendirinya melahirkan tanggung
jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Senapaler adagium hakim
sebagai corong undang-undarg lfounche de la 19i Adagium tersebut sudah
tidak relevan lagi, karena undang-undang yang nadamp hasil legislative
power, selalu ketinggalan dengan perkembangan hufamg terjadi ditengah
masyarakat. Oleh karena itu tanggung jawab hakiemtdanenegakkan keadilan
memerlukan kebebasan dan otoritas untuk melakukamafgiran terhadap
undang-undang, mencari dan menemukan asas hukutiptakan hukum baru
yang benar-benar mencerminkan keadilan masyarakat.

Untuk dapat memptimbangkan fakta dan mempertimbamghukum,
Hakim harus dapat memilah dan memilih rasio deddéanalogi) dan obitter
dicta (argumentum a contrario). Rasio decidendiaddganalogi) factor yang
esensial sebagai dasar pertimbangan hukum menda gadu putusan tertentu.
Apabila factor tersebut berbeda maka pertimbangdarn hakim akan berbeda
dan putusannya pun akan berbeda pula. Denganamaiogi decidendi dapat
dicontohkan, apabila dalam suatu perkara terdaguabif esesial a, b dan factor
tidak esensial ¢ maka hakim akan menjatuhakan aotxs Oleh karena itu
apabila dalam suatu perkara ditemukan faktor egkeasb dan d, maka putusan
hakim tidak mungkin x lagi. Jadi suatu peraturanrupdang-undangan
diterapkan pada suatu peristiwa tertentu yang tdiatur dalam undang-undang

tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupagada peristiwa yang diatur oleh
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undang-undang itt.

Sedangkan obitter dicta (argumentum a contrariajatdkebalikan dari
rasio decidendi. Artinya, obitter dicta bukan facyang essensial, tetapi hanya
faktor menegaskan dalam satu perkara. Obitter dictak menjadi dasar
pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. dagimentum a contratrio
adalah cara menemukan hukum dengan pertimbangamabapabila undang-
undangmenetapkan hal-hal tertentu, untuk peristeés&ntu, maka peraturan itu
terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk pe@astidiluarnya berlaku
kebalikannyd? Dalam kasus perceraian obiter dicta misalnya ssanimg pergi
untuk bekerja adanya jalinan cinta suami dengaakpketiga. Untuk sampai
kepada putusan cerai, hakim akan mempertimbang#anya perselisihan dan
pertengkaran atau tidak, dengan memperhatikan rfagesial. Dalama kasus
sini, factor esesial adalah adanya pihak ketigaarsgichn seringnya pergi
merupakan obitter dicta. Sebab ternyata terunglapnd persidangan suami
memang selama ini sering pergi ke luar kota untetbibnis, akan tetapi sejak
berhubungan cinta dengan wanita lain, suami iseing terjadi perselisihan dan
pertengkaran. Setelah memilah mana rasio deciddarsi mana obiter dicta,
hakim memilih hukum yang tepat untuk perkara imgamenjadi factor esesial
terjadinya perselisinan dan pertengkaran.

Sejalan dengan itu sehebat apa pun suatu undarggridlak pernah
bisa terus menerus mengikuti perubahan masyarakag persifat dinamis. Ini
mengandung arti bahwa hukum harus bisa mengikutibgdan masyarakat dan

yusiprudensi menjadi penting artinya dalam mengindemandekan hukum

° Sudikno MertokusumdylengenaHukum,Yogyakarta: Liberty, 1999, him. 162

0 bid, him. 165.
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dan dalam menegakkan rasa keadilan masyarakat. pMakaadanya kreatifitas

dan inovasi dalam menafsirkan teks peraturan. pekaturan adalah benda mati
yang harus ditafsirkan oleh para aktor hukum ketildaaca. Bahasa selalu
memiliki sifat multi tafsir, yang artinya dalam t&elperaturan tidak akan pernah
terwujud kepastian karena tidak ada namanya kepadtidalam teks sehingga
pekerjaan menerobos teks pada dasarnya merupakarga® mencari makna

yang lebih dalam lagi untuk menemukan keadilan y@ngandung di dalam

suatu teks peraturdn.

Namaun di dalam hasil putusan nomor 0104/Pdt.p/B&LOm
Pengadilan Semarang ini carut-marut banyak kesalaltzn tidak konsisten
dengan angka yang ada, anatara lain sebagai berikut

1. Usia kehamilan yang berbeda-beda, yaitu 3 bdldnilan dan 5 bulan.

2. Usia anak calon mempelai wanita yang berbeda-bethra 13 tahun
19 bulan dan 16 tahun. Apabila usia calon mempedaita 16 tahun maka tidak
di perlukan pengajuan permohonan dispensasi nilabnk telah mempenuhi
syarat perkawinan.

3. Penghasilan calon suami yang berbeda-berbeda @amara Rp.
1.600.000,- dan Rp. 1.350.000,-

4. Wali nikah calon mempelai wanita disebutkan kakalon mempelai
wanita, sedangkan bapak calon mempelai wanita nhéiip itu tidak sah.

5. Kerancuan penulisan antara kesehatan suamd#sir kemaslahatan
keluarga, tidak cocok dan salah karena keduanya t&on mempelai belum
jadi suami istri dan keluarga.

6. Kaidah ushul figih yang menolak kerusakan didiakan dari pada

M satjipto RaharjoBiarkan Hukum Mengalir; Catatan Keritis Tentang Belatan Manusia
dan HukumJakarta: kompas, 2009, him. Ix.
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mendatangkan kemaslahatan, itu salah yang bendahadaenolak bahaya

didahulukan atas mendatangkan kebaikan.

B. Analisis Pertimbangan Dispensasi Nikah Menurut Penulis

Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkarhAd&pada Rasul-
Nya Muhammad saw, untuk disampaikan kepada segemegt di sepanjang
masa dan seantero jagat raya, yang pada hakikateyapakan sisterakidah
dan tata kaidah yang mengatur perikehidupan manusia dalam berbagai
hubungan, baik dengan Sang Pencipta maupun deagama.

Hukum perkawinan merupakan bagian intergral sylalslam, yang tidak
terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Isldbniatas dasar inilah hukum
perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangaang muslim menjadi
perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebabap@énan semacam inilah
yang bisa diharapkan memiliki nil&iansendentaldan sakral untuk mencapai
tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan sydslam*? Pernikahan amat
penting dalam kehidupan manusia, perseorangan makelompok. Dengan
jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki garempuan terjadi secara
terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makldal berkehormatan.
Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suaksemnai, tenteram, dan rasa
kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturwtsanhasil pernikahan yang
sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaliguspakan kelangsungan hidup
manusia secara bersih dan berkehorm&tan.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menuruti'ayalslam

mengikat kepada setiap muslim, dan setiap musliru peenyadari bahwa di

12 M. Anshary, Hukum Perkawinandi Indonesia cetakan |, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010, him. 10.
3Ahmad Azhar BasyitHukum Pernikahan IslapYogyakarta: Ull Press, 2004, him.. 1.
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dalam perkawinan terdapat nilai-nilabudiyah Karena itu, ikatan perkawinan
diistilahkan oleh al-Qur’an dengamitsaagan ghalidZa artinya suatu ikatan
janji yang kokoh, maka memperhatikan keabsahanrs@adi hal yang sangat
prinsipil** Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditemtulagar
didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sedaiaaliq (Tuhan Maha
Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan gunangseingkan kehidupan
jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerplak-pihak bersangkutan,
yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminasglaelum nikah dan ijab-
kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pulaadiapan masyarakat dalam
suatu perhelatanv@limah). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatu
amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan keveayjibntara orang tua dan anak-
anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suaan istri, diatur pula
bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula smfzn santun pergaulan
dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasgiap tetap terpelihara
dan terjamin.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat pentadgnd Islam
sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupalnarga yang
merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengadudukan manusia
sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makimakhluk lainnya.
Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran adslara yang wajib ditaati
dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yes@peg dalam Al-qur’an dan
Sunnah Rasut?

Dalam perkara Nomor: 0104/Pdt.P/20010/PA.Sm. segamablang telah

jelas bahwa kedua calon mempelai telah menjalinacimngga melakukan

4 M. Anshary op-cit, him. 11
®Ahmad Azhar Basyimp-cit, him. 1-2.
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hubungan seksual di luar nikah yang berakibat kdbamDan sebagai bentuk
pertanggung jawabannya dari pihak pria, pria terfsebau menikahi wanita
pujaan hatinya. Namun ketika mendaftarkan rencagmil@han mereka di
Kantor Urusan Agama setempat ditolak, dengan alaatah satu pihak calon
mempelai belum mencapai batas minimal usia perlkawimenurut UU
Perkawinan yaitu untuk pria 19 tahun dan pihak wad6 tahun. Kemudian
orang tua salah satu calon mempelai mengajukama@egermohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Semarang supaya dapakaidan anak mereka,
seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan pasabyat (2) yang
menyebutkan: “Dalam hal penyimpangan terhadap &yptpasal ini dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejaibatyling ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam makgargang bukan
saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi jtegatama tentang aspek
tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuamuk meraih
kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. eesabut dapat dijalankan
oleh Peradilan Agama mengingat ruang lingkup wewgnga yang terbatas
dibandingkan dengan lingkungan peradilan yang |d&esempitan formal
tersebut sebenarnya mengandung kekuasaan maitkrialm perkawinan dapat
dipandang sebagai inti hukum kekeluargaan. Demigigda hukum waris dapat
dipandang sebagai inti hukum kebendaan atau hulanta kekayaan. Dalam hal
yang demikian, yurisprudensi peradilan agama dakaaua bidang tersebut
dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadapkakpe dari hukum
kekeluargaan dan hukum harta kekayaan. Demi perragamaslahatan yang

merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hugangecualian secara sah
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perlu diberlakukan. Dalam amar penetapan, Majelgkitd mengabulkan
permohonan Pemohon yaitu memberikan Dispensasi iIK&epada Pemohon
untuk menikahkan anaknya.

Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madiareg lebih
besar jika kedua calon mempelai tidak segera dukdsa. Menurut pendapat
penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menghak yaitu:

1. Pertimbangan Hukum
Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim jagrmkan
penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil d&ti-bwkti hukum yang
diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan methundang-undang adalah:

a. Bukti surat
1) Foto copy Surat Kelahiran atas hama anak Pemoha dielurkan

oleh Kepala Desa/Kelurahan.

2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Peamkéviodel

N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

b. Bukti saksi adapun bukti saksi yang biasa dihadirkkeh hakim dalam
persidangan adalah dua orang. Namun karena daldaraeni perkara
permohonan dispensasi kawin, maka saksi hanya Kgladukan saja.

Dalam pertimbangannya, hakim juga berdasarkan huksiam.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkabakean.” Dan

Il )l

“Kemadharatan harus dihilangkan.”

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakuatu

kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadapydiratau terhadap
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orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harusaddkan, tetapi dalam
menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampanimbulkan

kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih bétamun, bila kemadharatan
itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menirkédnlkemadharatan yang
lain maka haruslah memilih kemadharatan yang fééddih ringan dari yang
telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatagalah ditakutkan bila
tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadkapenan di bawah

tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukng akan terjadi

berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yhladpirkannya

menurut Undang-undang.

. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi retér bagi
penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi ya#tnikahkan anak yang
sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu.ilHdsservasi penulis di
Pengadilan Agama Semarang, hakim selalu mengabufieamohonan
dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah,gaenpertimbangan
perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina d&ucitkan oleh
masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersetak mau bergaul
dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisgaé pada anak yang bakal
di lahirkan.

Mengingat hal tersebut, tidaklah kecil arti putugseradilan agama
dalam pembangunan sistem hukum nasional melalui bipe@n
yurisprudensi yang baik dan teratur. Sebagaimanasprudensi dari
lingkungan peradilan lain, yurisprudensi peradilsgama yang digali dari

ajaran atau hukum Islam atau penerapan ajaranhafiaum Islam. Dalam



60

sistem Islam terdapat tiga komponen fundamentad yearkaitan erat antara
satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatarag intergal, adalah
agidah syari’at, dan akhlak yang akan menjelma dalam bentuk sebagai
berikut.

Pertama: penemuan asas dan prinsip hukum. Asas dan piiogiypm
merupakan subsistem terpenting dari suatu sistekunhu Tiada sistem
hukum tanpa asas hukum. Asas hukum dan prinsip rhukerada pada
peringkat yang lebih atas daripada sistem kaidalkaB hanya karena
sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalasasahukum tercermin tata
nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinyajdoian oleh suatu kaidah
hukum. Ke dalam asas-asas hukum dan prinsip-primskum yang digali
dari ajaran dan hukum Islam termuat pesan tata na@lgius yang menjadi
watak dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia @i religius yang
secara tradisional tercermin dalam salah satubm@kir rakyat dan bangsa
Indonesia ialah ragis religius yang kemudian tersempurnakan dalam
bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua: pembentukan kaidah-kaidah hukum. Peran yurispside
peradilan agama di sini adalah sebagai media tranaki kaidah-kaidah
yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam merhadian dari sistem
hukum nasional.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi dualisme arttakum Islam
dan hukum nasional karena telah tercermin secaradalam yurisprudensi.

Ketiga: tidak pula kurang pentingnya kalau yurisprudegresiadilan
agama dapat mentransformasikan, melahirkan, ataogadeptasi ajaran

(doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajgi@oktrin) dalam sistem
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hukum nasional, dan pada akhirnya dari segi yamg, hgurisprudensi
peradilan agama dapat pula mengandung makna pemgeskaidah-kaidah
figih yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tantudan perkembangan
zaman atau karena meningkatnya kemampuan memajlaan dslam yang
menjadi sumber atau yang mempengaruhi suatu kéigiah

Sebagai sosial kontrol, hukum Islam ditempatkaragabcetak biru
Tuhan artinya ketentuan yang harus diterapkan defh&eberadaan suatu
komunitas masyarakat. Sementara sebagai nilai @kayasa sosial),
hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yanignuabatas batas
tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadaptutan perubahan sosial,
budaya dan politik.

Dalam posisi hukum Islam sebagai rekayasa hukumlsogah asas
maslahah banyak mengambil peran dalam mentransdomiai-nilai yang
berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut semastiitgkukan sebagai
upaya sederhana dalam melakukan perubahan pembdai&n secara
individu maupun kolektif dalam bidang hukum IslaBalam kontek ini
hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalmnat tanpa harus
kehilangan prinsip prinsip dasarnya yang salah gatisipnya yang penting
adalah menciptakan kemaslahatan umum. Sebab kd&k hegitu, besar
kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulamgsi atau

meminjam istilah gusdur menjadi fosilisasi bagi éefingan umat Islam.



